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Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD adalah perbandingan realisasi Pendapatan Asli●

Daerah terhadappotensi Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut●

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Realisasi adalah proses menjadikan nyata; perwujudan; wujud; kenyataan; pelaksanaan yang●

nyata.
Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan;●

kesanggupan; daya.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.●

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.●

RUMUS

                                                                           Jumlah Realisasi PAD
Rasio Realisasi PAD terhadap Potensi PAD =----------------------------------- x 100%
                                                                             Total Potensi PAD
 

WALI DATA
Sekretariat Daerah
UKURAN

Persen
 

UNIT
Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan
KEGUNAAN

Untuk mengetahui angka ratio Realisasi PAD 2016 terhadap Potensi PAD disuatu daerah tertentu.
 

INTERPRETASI

Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD menunjukan perbandingan realisasi Pendapatan Asli
Daerah terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah tertentu.
 

KETERANGAN

1. PAD bersumber dari:
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Pajak daerah;●

Retribusi daerah;●

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan●

Lain-lain pad yang sah.●

2. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;●

Jasa giro;●

Pendapatan bunga;●

Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan●

Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang●

dan/atau jasa oleh Daerah.

SUMBER

-

METODOLOGI
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KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD
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